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ABSTRAK 

Pada zaman ini, teknologi informasi semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi informasi tidak hanya di bisnis saja, tetapi juga di bidang lain seperti pendidikan, sosial, dan lain-lain. E-Government merupakan bentuk implementasi teknologi guna memberikan informasi kepada stakeholder melalui web. Sekarang pemerintah di berbagai negara telah mengimplementasikan E-Government ini ke negaranya sendiri guna memperoleh efisiensi dan efektivitas secara internal, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya sendiri, dan juga mendukung kegiatan ekonomi negaranya. Di Indonesia, seperti halnya di negara lain telah menyadiri pentingnya E-Government ini.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1
Latar Belakang


Pada zaman ini, teknologi informasi semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi informasi tidak hanya di bisnis saja, tetapi juga di bidang lain seperti pendidikan, sosial, dan lain-lain. Teknologi informasi digunakan karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki cara tradisional atau manual. Dengan memiliki keuntungan tersebut maka teknologi informasi mulai diterapkan di dalam pemerintahan. Teknologi informasi dalam pemerintahan memiliki peranan penting untuk mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik.

Suatu sistem pemerintahan yang baik memungkinkan pemanfaatan teknologi informasi yang mengarah pada ketaatan hukum, akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi. Seiring dengan perkembangan teknologi maka muncul yang namanya E-business, E-commerce, dan terakhir E-Government yang memungkinkan adanya hubungan jaringan global antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat melalui internet.

E-Government merupakan bentuk implementasi teknologi guna memberikan informasi kepada stakeholder melalui web. E-Government di indonesia telah berkembang sebelum 2003. Sejak dikeluarkan inpres No.3 tahun 2003 oleh Depkominfo telah mendorong setiap pemerintahan berlomba membangun situs web masing-masing dalam usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya. Pada saat ini Indonesia telah memiliki 226 situs yang mulai memberikan layanan publik melalui web.

Sekarang pemerintah di berbagai negara telah mengimplementasikan E-Government ini ke negaranya sendiri guna memperoleh efisiensi dan efektivitas secara internal, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya sendiri, dan juga mendukung kegiatan ekonomi negaranya. Di Indonesia, seperti halnya di negara lain telah menyadiri pentingnya E-Government ini.
1.2
Rumusan Masalah

E-Government berguna memberikan informasi kepada masyarakat melalui sebuah web dengan tujuan meningkatkan pelayanan. Perbedaan pemahaman, cara pandang dan tindakan penerapan E-Government telah menyebabkan distorsi  atas penerapan E-Government itu sendiri.


Kondisi tersebut terjadi di berbagai tingkat birokrasi, baik dari tingkat paling bawah sampai tingkat tertinggi. Kurangnya pemanfaatan e-government di lingkungan birokrasi saling terkait dengan masih terbatasnya aplikasi di dunia bisnis yang telah menyebabkan lambatnya pelaksanaan program e-government.

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penulisan ini adalah : Bagaimana implementasi penerapan E-Government di Indonesia?
1.3
Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
· Menciptakan layanan publik yang luas dan dapat dijangkau
· Menciptakan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
· Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang efektif dan efisien serta transparan.
· Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas.
1.4
Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literartur seperti buku, jurnal, makalah, seminar dan tulisan yang penulis anggap relevan dengan permasalahan penelitian. 
BAB 2

LANDASAN TEORI
2.1
E-Government

The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai: E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Network, Internet, dan mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan bagian lain dari pemerintahan.
E-Government adalah suatu interaksi digital antara pemerintah dengan pihak-pihak lain yang berupa G2C (Government to Citizens), G2B (Governments to Business), G2E(Governments to Employees) , G2G (Governments to Governments) dan C2G(Citizens to Governments).
Tujuan dari penerapan e-government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengertian dari tata pemerintahan yang baik (good governance) menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul "TataPemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan", adalah :

· penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam dokumen yang sama dinyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik memiliki beberapa unsur yaitu :

· Partisipasi. Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakikli kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

· Supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

· Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas

· Cepat tanggap. lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

· Membangun konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

· Kesetaraan, semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

· efektif dan efisien, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

· Bertanggung jawab, para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam atau keluar

· Visi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.2
Teknologi Informasi dan Komunikasi


Menurut Eric Deeson (2002)  teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Susanto (2005) teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data baik itu memperoleh suatu data/informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah maupun dua arah.
BAB 3
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1
Penerapan E-Government

Dalam penerapan E-Government diperlukan juga fasilitas diantaranya komputer karena dengan adanya komputer maka pelaksanaan e-government tersebut akan jalan. Komputer digunakan untuk mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer memiliki komponen seperti data, prosedur, manusia, perangkat lunak dan perangkat keras. Jika sistem informasi berbasis komputer makin bagus maka sistem pengotomatisasian akan semakin cepat. Dengan demikian tidak heran apabila negara yang dapat menjalankan e-government dengan maksimal adalah negara maju karena untuk membuat sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus membuat sistem informasi dari semua lembaga pemerintahan. Hal tersebut berkaitan erat dengan faktor ekonomi suatu negara.
Permasalahan yang ada dalam bidang teknologi informasi di Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Bambang Bintoro Soedjito, Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana BAPPENAS, dalam makalahnya yang berjudul "Kerangka Kerja dan Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (N-IT Framework),  yaitu :

· Efisiensi dan produktivitas dalam pembelanjaan TI
· Kurang jelasnya tujuan investasi TI 
· Kurangnya koordinasi proyek TI, sehingga sistem yang tumpang tindih dan tingkat integrasi yang rendah 
· Hambatan dalam pengelolaan administrasi TI 
· Munculnya digital divide antara negara maju dan berkembang serta antar daerah di Indonesia.
3.2
Hambatan dalam Mengimplementasikan E-Government

Ada berbagai jenis hambatan dalam mengimplementasikan e-government, diantaranya : 

· Budaya saling berbagi informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.

· Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.

· Kekurangan sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi informasi. 
· Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon. Walaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.

· Tempat akses informasi jumlahnya masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
3.3
Kebijakan Anggaran Pengembangan E-Government
Pengembangan e-government memerlukan investasi dan biaya yang besar. Selain itu ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan seperti masalah pembangunan. Oleh sebab itu, anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara bertangungjawab agar anggaran yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien dan digunakan secara efektif. Diperlukan suatu siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif.

3.4
Aplikasi  E-Government

Aplikasi E-government yang sudah diimplementasikan di Indonesia yaitu :

· Pelayanan KTP Online
Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan permohonanya secara langsung.


Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

· Menyimpan biodata Penduduk

· Menyimpan data Kecamatan

· Menyimpan data permohonan

· Menyimpan data masa berlaku

Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan mengisi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebagainya.  Pemrosesan Pembuatan KTP secara online ini diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya.
· Pelayanan Izin Gangguan Online

Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha  baru atau perepanjangan izin gangguan lama. 
Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapata mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini
· Indonesia.go.id


Indonesia.go.id merupakan suatu situs yang memberikan pelayanan dan informasi. Pelayanan dari situs ini berupa pelayanan publik seperti layanan perdagangan, layanan kepabeanan, visa dan imigrasi, perpajakan, dan lain-lain. Situs ini juga memberikan informasi pemerintahan yang herhubungan dengan presiden dan wakil presiden, video, pidato yang akan diselenggarakan, dan sebagainya.
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Gambar 3.1 indonesia.go.id

· Sistem informasi pembangunan daerah


Sistem informasi pembangunan daerah merupakan suatu situs yang 
menyediakan layanan informasi tentang informasi pembangunan yang telah maupun 
sedang dilaksanakan di berbagai kota/daerah/kabupaten di Indonesia. Pengguna situs 
tersebut juga dapat menelusuri data pembangunan, melaporkan kesalahan peta yang 
merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanannya.
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JAWA BARAT

Data Peta | SyaratPenggunaan | Laporkan kesalahan peta

1. Kabupaten Bancung
2 Kabupaten Bandung Barat
3. Kabupaten Bekasi

5. Kabupaten Ciamis.

6. Kabupaten Clarjur

7. Kabupaten Cirebon

8. Kabupaten Garut

9. Kabupaten ncramayu
10, Kabupaten Karawang
1. Kabupaten Kuringan
12, Kabupaten Majslengka
13, Kabupaten Purwakarta

14, Kabupaten Subang
15, Kabupaten Sukaburi
18 Kabupaten Sumediang
17 Kabupaten Tasikmalaya
18. Kota Bandung

18. Kota Barjar

20, Kota Bekasi

21, Kota Bogor

22.Kota Cinahi

23.Kota Cireban

24, Kota Depok

25, Kota Sukeburi





Gambar 3.2 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
BAB 4
SIMPULAN

E-government digunakan untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat dan juga dalam tata laksana pemerintahan itu sendiri. Cara pencapaian e-government tersebut adalah dengan perubahan proses birokrasi saat ini dan juga dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan E-Government di Indonesia pada saat ini masih terselenggara secara maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana seperti sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi informasi. Sesungguhnya semuanya bukan karena kelalaian pemerintah tetapi juga kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya internet di zaman sekarang.
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